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17.504 Pulau di £ 13.466 deposit
Nusantara iy, toponim di PBB

92 Pulau Kecil
Terluar




KATEGORI PENGELOLAAN PULAU

1. Pulau Terluar ( Perisai Kedaulatan)

2. Pulau Kecil yg dikelola masyarakat ( Pusat
perawatan budaya maritim)

3. Pulau Kecil yang memliki ekonomi tinggi
( Gugusan kepulauan Anambas, Kepulauan
Seribu, Raja Ampat)



Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua,

Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, '!'okong Nanas, Tokong Belayar, Tolfong-Boro, Lingian, Salando, Dolan.gan, Bangkit, I
Rusa, Raya, Simeulucut Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, [ Manterawu, Makalehi, Kawalusu, E
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Lanjutan..

Pendekatan Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar

31 PPKT e PENGEMBANGAN
_ EKONOMI &
Berpenghuni KESEJAHTERAAN

GRAND STRATEGI
PENGELOLAAN

PULAU-PULAU
KECIL

61 PPKT
o KONSERVASI &
Tak KEAMANAN

Berpenghuni
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KONDISI PPKT BERPENDUDUK

=

7. Pulau Ma

. Pulau Miangas

7. Pulau Kisar 7. Pulau Pelampong




Kondisi Umum PPK Tidak Berpenduduk

1. Pulau Kepala

3. Pulau Nipa 4. Pulau Nongsa
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KENDALA DAN PERMASALAHAN
PENGELOLAAN PPKT

Data dan informasi PPKT secara detail sebagai dasar
dalam pembangunan PPKT masih belum tersedia

Keterbatasan aksesibilitas infrastruktur dasar dan
insfrastruktur trasportasi ke dan dari PPKT

Belum adanya keterpaduan program dan kegiatan di
PPKT, masing-masing K/L masih bersifat sektorat

Sinergitas Tim Kerja PPKT dengan BNPP masih
kurang optimal

Peran swasta dan Perguruan tinggi belum
sepenuhnya dilibatkan, baik melalui CSR maupun
kegiatan-kegiatan kampus di PPKT




Mandat Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

 UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan PPK jo UU No 1 Tahun
2014 tentang Perubahan UU No 27/2007

 Perpres 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan PPKT

* PP No. 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan PPKT

e RDP MKP dengan Komisi IV

* RPJPN Tahun 2005-2025 terkait arah
Pembangunan Nasional

* Permen KP No. 20 Tahun 2008 Tentang
Pemanfaatan PPK dan Perairan sekitar




Substansi UU No. 1 Tahun 2014

—

1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan
di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus
mendapat izin Menteri.

2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.

3) zin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.

4) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas,

b. menjamin akses publik;

c. tidak berpenduduk;

d. belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;

e

f

. bekerja sama dengan peserta Indonesia;
melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada
peserta Indonesia;
g. melakukan alih teknologi; dan
h. memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada

\ luasan lahan. /




Lanjutan..

Fokus Sarana dan Prasarana

Penunjang
Minawisata

Air Bersih ‘ Sarana &
Prasarana

Penunjang
Produksi




Program KKP Dalam Mendorong Pengelolaan PPKT




UPACARA BENDERA HUT Rl PPK TERLUAR

 Dalam rangka membangkitkan semangat nasionalisme
masyarakat di PPKT, bahwa PPKT merupakan bagian
integral NKRI

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan lainnya:
seminar, dan penyerahan bantuan kepada masyarakat
PPKT

Dilaksanakan sejak tahun 2009 (P. Marore; Tahun 2010
di P. Kisar; Tahun 2011 di P. Lingayan; Tahun 2012 di P.
Morotai, Tahun 2013 di P. Alor, dan Tahun 2014 di
Pulau weh




KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK

MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.

= Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Unhas, ITS, UGM, Undip, Ul, Yayasan Kalpatma untuk

Percepatan pembangunan di PPKT

i Perianian Kerjasama Pendeolaan Pulapulan Kec T
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PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK

3) PLTS Sistem Terpusat

Tipe PLTS sistem terpusat adalah tipe yang photovoltaic
module disusun pada 1 (satu) area (dipusatkan) yang
murni menggunakan energi surya, tanpa bantuan energi
lain, kemudian listrik yang dihasilkan disalurkan ke rumah-
rumah yang membutuhkan.




DESALINASI AIR LAUT
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ﬁz Submersible Pump

" | T—— Reservor
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Air Minum



| Kuster | Jalurpelyaan | Prots

Kluster 1
Kluster 2
Kluster 3

Kluster 4

Pengembangan Konektivitas PPKT

Bagian Barat Pulau Sumatera
Kepulauan Riau
Laut Sulawesi

Maluku Tenggara Barat
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Membuka daerah terisolir dan memeratakan kesejahteraan.
Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan menjaga kedaulatan.
Mempercepat kesejahteraan dan menjaga kedaulatan.

Mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan membuka daerah terisolir.



terluar maka diwajibkan semua pulau-pulau berpenghuni
untuk dilengkapi dengan sarana telekomunikasi yang tipe
dan jumlahnya disesuaikan dengan karakteristik pulau
tersebut.

Untuk menghitung kebutuhan sarana telekomunikasi setiap
pulau digunakan data eksisting dan analisis kebutuhan
berdasarkan jumlah KK.

Sehingga untuk pulau-pulau dengan jumlah Kepala
Keluarga kurang dari 100 KK, jika belum memiliki sarana
telekomunikasi sama sekali, maka pulau tersebut akan
disediakan setidaknya satu unit SSB.

Perkiraan kebutuhan listrik diperoleh dengan perkalian
jumlah sarana telekomunikasi yang eksisting + rencana
dengan alokasi sebesar 100 WP (Universitas Indonesia,
2012) untuk masing-masing tipe sarana.

Box 1.

Base Transceiver Station (BTS)

BTS di pulau-pulau kecil kinis sudah umum ditemui.
Kesulitan akan konsumsi energi listrik, transmisi dan
kapasitas sudah diatasi dengan penggunaan kombinasi
beberapa teknologi sehingga konsumsi listrik dapat rendah,
transmisi dapat efisien dan kapasitas akan mencukupi).

Telepon Satelit

Telepon satelit akan menggunakan Modul Surya BP350 2
buah. Solar Power Storage (SPS) dengan Battery Hybrid
80Ah dan PWM regulator 8.12
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P.NIPA SAAT PASANG, 2003

KONDISI P.NIPA SAAT INI
Subandono-DKP




INVESTASI DI PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

+ Investasi Oil storage di P. Nipa

* Investasi Pulau untuk wisata
CELETY

* Investasi Pulau untuk
perkebunan/pertanian

* Investasi pulau lainnya




INVESTASI OIL STORAGE
DI PULAU NIPA, KOTA BATAM
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ﬁaﬂ?ulau 50 Hekta?
“Luas Pemanfaatan: 30 He
- Peruntukan: Oil Storage

Nilai Investasi : Rp 5, 09'1"n

Investor : Surya M“lnusa KSO
Status: Tahﬂnbangun-’

CONCEPTUAL MASTERPLAN P.NIPA
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